
Menimbang · 

Mengingat 

BUPATI .MAROS 
PROVlll'SI SULA\VBSI SBLATAif 
· PBRATUR.All BUPATI KAR.OS . 

1'0MOR: 105 TAHUN 2016 

TUTAIIG 

PBDOIU.ll PBLAKS.ARAAll' PBRJALAIIAlf DJIIAS 
PBIIBRIIITAB KABUPATBK IIAROS 

DBIIGA.11 RAIDIAT TUB.Alf YAIIG MAHA BSA 

BUPA.TI IIAROS, 

a. bahwa agar perja1a:ilari dinas dapat · dilaksanakan 
dengan t.ertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan 
clan bertanggung jawab sesuai dengan kaidah-kaidah 

.. pengelolaan keuangan daerah yang baik, perlu adanya 
pedoman pelaksanaannya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dirnaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan 
Dinas Pemerintah Kabupaten Maros. 

1. . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah - daerah Tk. n di Sulawesi 
Q..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomo:r 74, Tam.bah.an Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Nomor 1822);. 

2. Undang-Undang Nomor· 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lemba.ran Negara Republik Indonesia. Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara · (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tam.bah.an 

· Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan 
LemDfinin Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembara.n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara . Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Peruba.han Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
5679); 

· 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

· Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran .Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 







21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
· pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan Pengguna Anggaran dalarn melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

22. Surat ·Perintah Tugas yang selanjutnya disingka.t SP!' dan Surat 
Perintah yang selanjutnya disingkat SP adalah surat perintah 
kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, 
Aparatur Sipil negara, tenaga non ASN, suami/isteri pejabat Negara 
dan suami/isteri pimpinan DPRD serta masyarakat tertentu yang 

· dikeluarkari oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar melakukan 
perja1anan dinas, 

23. · Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran dalam rangka pelsksanaan perjalanan dinas. 

24. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih 
dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarksn sekaligus. 

25. Biaya Rill adalab biaya yang clikeluarkan sesuai dengan bukti 
pengeluaran yang sah. 

26. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas 
yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan. 

27. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor Perangkat Daerah. 
28. Unsur masyarakat tertentu adalah setiap orang/representasi 

kelompok orang yang secara nyata memiliki pengalaman dan 
keablian/keterampilan sesuai kebutuhan sehingga 
diangkat/ ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada Pemerintah 
Daerah sebagai tenaga · ahli/tenaga pendamping/fasilitator 
dan/ atau bentuk lainnya sesuai ketentuan. 

29. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, 
Suam.i/Isteri Pejabat Negara, Suami/Isteri Pimpinan DPRD, Pegawai 
Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Tenaga Non ASN 
dan Unsur masyarakat tertentu yang diberikan tugas melaksanakan 
perjalanan dinas. 

30. Harl adalah hari kalender. 
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA 

adaJab Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap 
perangkat daerah sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna 
anggaran. 

BABU 
RUAIIG LIIIGKUP PBRJALAll'All DIIIAS 

Pual2 

( 1) Peratura.n l3upati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban perjalanan dinas di Kabupaten Maros yang 
anggarannya bersumber dari APBD. 

(2) Perjalanan dinas sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan oleh : 

a. Bupati; 
b. Wakil Bupati; 
c. �pinan:dan Anggota DPRD; · :· 



d. ASN dan Calon ASNS; 
e. Tenaga Non ASN; 
f. Suami/Isteri Pejabat Negara dan Suam.i/Isteri Pimpinan DPRD; 

dan 
g. Unsur Masyaraka.t Tertentu. 

BABm 
PRDISIP PBRJALA1'All' DllfA.S 

Pasa13 

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai 
berik:ut: 
a. selektif, yaitu hanya dilakukan untuk kepentingan yang sangat tinggi dan 

prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; 
b. ketersediaan anggara.n dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja 

Perangkat Daerah; 
c. efisienai penggunaaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi 

dan jumlah harinya dibatasi; dan 
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perja]anan dinas dan 

pembebanan perjalanan dinas. 

BAB IV 
PBRJ.ALAJIAX DIN'AS 

Paaa14 

(1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke 
tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam 
rangka: . 
a. pelaksanaan tugas dan fungsi ·yang melekat pada jabatannya dan 

tugas Iain yang diperintahkan; 
b. mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, sosialisa.si, work shop 

dan kegiatan lain yang sejenis ; atau 
c. mengikuti pendidikan dan pelatihan. 

(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula 
perjalanan yang dilakukan dalam hal : 
a. clitugaskan untuk menempuh ujian clinas / ujian jabatan yang 

cliadakan di luar tempat kedudukan; 
b. diharuskan mengb.adap Majelis Penguji Kesebatan Pegawai Negeri 

atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk 
yang berada di luar tempat kedudukan untuk mendapatkan surat 
keterangan dokter ten tang kesehatannya guna kepentingan jabata.n; 

c. menghadiri panggilan Penyidik Hukum berkaita.n dengan tugas 
keclinasannya; 

d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan 
berdasarkankeputuean Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; 

e. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan 
berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada 
waktu / karena melakukan tugasnya; 

f. ditugaskan: mengikuti pe:ndidika':il dinas di luar tempat kedudukan; 
dan 









Pasal 10 

( 1). Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi menggunakan 
kendaraan dinas roda 4 (empa.t) atau lebih, maka pelaksana SPD diberikan 
biaya bahan. bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam pa.sal 7 ayat (1) 
hurufe. 

(2). Besarnya biaya bahan bakar minyak sebagaimana dim.aksud pa.da ayat ( 1 ), 
dihitung berdasarkan jarak tempuh pergi pulang, dengan perhitungan 1 

· {sa.tu) liter bahan bakar minyak untuk 10 (sepuluh) kilometer yang 
disesuaikan dengan jarak antar daerah. 

(3) Biaya bahan · bakar minyak sebagaiman.a. dimaksud pada ayat ( 1) 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan biaya rill/ at cost dalsm bentuk 
bukti print out dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). 

(4) Jarak antar daerah sebagaimana dimaksud ·pada ayat (2), ditetapkan lebih 
lanjut dengan Keputusan Bupati yang digunakan sebagai batas tertinggi. 

Pasal 11 · 

( 1) Biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, 
sosialisasi, work shop dan kegiatan lain yang sejenis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan mengikuti diklat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilaksanakan 
dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh panitia 
penyelenggara. 

(2) Dalam hal biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas 
dimaksud dibebankan pada DPA Perangkat Daerah pelaksana SPD. 

(3) Panitia penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) clan 
ayat (2) menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya 
perjalanan dinas da1am surat/undangan mengikuti kegiatan. 

Pasal 12 

Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum atau sesudah perjalanan dinas 
dilaksanakan. 

Pasal 13 

Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
sebagaimana tercantum daJam Lam.piran IV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Biaya perjalartan: dinas aebagairoana dimakeud daJam Pasa1 7 ayat ( 1) 
digolongkan sebagai berikut : 
a. untuk Bupati; · 
b. untuk Wakil Bupati dan Ketua DPRD; 
c. untuk Sekretari�·Da:e.fab dart ·Wakil Ketua DPRD; 



d. untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon Ilb; 
e. untuk PejabaiEselon ID, ASN Fungsional Gol. IV; 
f. untuk Pejabat Eselon N, ASN Furtgsional Gol. m 
g. untuk sta.f (ASN, Calon ASN, Tenaga Non ASN), Suami/lsteri Pejabat 

Negara dan Suami/lsteri Pimpinan DPRD serta Unsur Masyarakat 
Tertentu. 

BAB VJ 
PBLAKSAlf.AAll' DAN PROSBDUR 

PEIIBAYAR.Alf BIAYA PBRJALAll'AR DDIAS 

Pasal 16 

Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran 
yang tersedia daJam DPA Perangkat Daerah berkenan. 

Pasal 16 

( 1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme Uang 
Persediaan (UP)/ Ganti Uang (GU). 

(2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme Uang Persediaan 
(UP)/Ganti Uang (GU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan memberikan uang muka kepada pelaksana SPD oleh Bendahara 
Pengeluaran. 

(3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasa.rkan 
persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirka.n 
dokumen sebagai berikut: 
a. SPT/SP; 
b. fotocopy SPD; 
c. kuitansi tanda terima uang muka; dan 
d. rineian perkiraan biaya perjalanan dinas. 

Paul 17 

( 1) Dalam ha1 terjadi pembatalan pelaksa.naan perjalanan dinas, biaya 
pembatalan perjalanan dinas dibebankan pada DPA Perangkat Daerah 
pemberi SPD. 

(2) Dokumen yang harus dilampirkan da]arn rangka pembebanan biaya 
pembatalan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. surat pernyataan pemba.talan tugas perjalanan dinas dari pejaba.t 

penerbit SPT /ST;dan 
b. pernyataan / tanda bukti besaran pengembalian biaya transport 

dan/ atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi 
dan/ atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA. 

(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA Perangka.t Daerah 
sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) sebagai berikut : 
a. biaya pen11:;>a� tiket .transportasi atau biaya penginapan; atau 







3. Peraturan Bupati Maros Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan .: Bupati · Maros Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Perja)anan Dinas Pemerintah. Ka.bupaten Maros ( Berita 
Daerah Kabupaten Maras Tahun 2016 Nomor 29 ). 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, 

Pasa125 

.' Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan 
Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros. 

Ditetapkan di Maros 
p 'ta.nggal 4 November 2016 

Diundangkan di Maras 
pada tanggal 4 November 2016 
SEKRBTARIS DABRAB, 

Vv- 
._;' 

. Ir. B. B.AIIARUDDlll', 11111 
Pangkat : Pembina Utama Madya 
Nip. : 19600909 198603 1 029 

BBRITA DABRAB KABUPATBll llAROS TABUll 2016 llOMOR 107 



LAIIPIRA!f I PBRATURAII BUPATI IIAROS 
·sollOR : 105.TAHUN 2016 
TAIIOGAL : 4 November 2016 
TBll'TAIIG : PBDOIIAII PBLAKS.AlfAAlf 

PERJALAlfAR Dill'AS 
PBIIBRIRTAB KABUPATBR 
IIAROS 

( Nama Satuan Kerja Perangkat Daemh) 

SURAT PBR.JALARAII Diii.AS (SPD) 
Nomor: 

Lembar Ke 
1 

1 Pejabat Berwenang yang memberi 
nerintah 

2. Nama I Nip Pegawai yang 
melaksanakan perfalanan clinas 

3 a. Pangkat dan Golongan a. 
b. Jabs.tan b. 
c. T .IUIUUl.t Biava Perialanan Dinas c. 

4 Maksud Perialanan Dinas 
5 Alat . . •tan :vanJl dimmakan 
6 a. Tempa.t berangkat a. 

b. Temnat tujuan b. 
7 a. I.amanya perjalanan dinas a. 

b.Tan.ggalberangkat b. 
c. T,.,.,.,. .... ..._ 1 harus kembali c. 

8 Penzikut : Nama Umur Hubunzan Keluanm/Keterangan 
1. 
2. 
3. 

9 Pembebanan anggaran 
a. Unit Kerja a. 
b. Mata A ... n.u. b. 

10 Ke+-- .... ean lain-lain 

Dikeluarkan di Maros 
Tanggal� 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran. 

I 

( ·············· ······ ············· ····· ;) 
Nip. 



LembarKe: 2 
I. Berangkat dari : 

(Tempat Kedudukan) 
Ke : 
Pada Tanggal : 

II. Tiba di : 
Pada tanggal : 
Kepala : 

( ) 
Nip 

m. Tibadi : 
Pada tanggal : 
Kepala : 

( ························ ) 
Nip 

IV. Tibadi : 
(Tempat Kedudukan 

Pada tanggal : 
PA/KPA 

( ) 
Nip 

v. Catatan lain-Iain 

VI. PERHATIAN : 

Berangkat dari 
Ke 
Pada Tanggal 

Kepa]a 

( ) 
Nip 

Berangkat dari 
Ke 
Pada Tanggal 

Kepala 

( ) 
Nip 

Telah dfperiksa, dengan keterangan 
bahwa perjalanan tersebut atas 

perlntahnya dan semata-mata untuk 
kepentingan jabatan da1am waktu yang 

sesingkat-singkatnya 
PA/KPA 

( ) 
Nit:> 

PA/KPA yang berwenang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, 
para pejabat yang mengesa.hkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara. pengeluaran 
bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila daerah 
menderita rugi akibat kesalahan, keJalaian dan kealpaannya. 

4;:: --� .$ .. . .. J. -4.. - . . M4#!. ... --· AJ .A# . . · ... - .... 1.u .. k 





LA.IIPIR.A1' m PBRATURAII BUPATI KAROS 
JfOIIOR : 105 TAHUN 2016 
TAifGGAL : 4 November 2016 
TEBTAIIG : PBDOIIAJI PBLAKSAJf.AAN 

PBRJALANAB DIN AS 
PElllBRDITAB KABUPATEN 
MAR OS 

RD'CIAII BIAYA PBRJALAll'AB DIIIAS LUAR DAERAB 

Lampiran SPD Nomor 
T. al ·a.n.22, . . 

Bo. Per.lncian Biava Jumlah ·KeteranJCan 
1. UangHarian Rp. 
2. Bia ya Transport Luar Rp. 
3. Dae rah Rp. 
4. Biaya Penginapan Rp. 

Biava Bahan Bakar Minyak 
Jumlah . Rp . . 

Terbilana : 

Telah dibayarkan sejumlsh 
sebesar 
Rp. 
Bendahara Pengeluaran 

Maros, 
Telah menerima 

Rp. 
Yang menerima 

uang 

( ) ( ...............•..••••......................• ) 

PBRIIITDlfGAN SPD RAIIPUllG 

Ditetapkan sejumlah 
Yang telah dibayarkan semula 
Sisa kurang / lebih . 

: Rp. 
. : Rp. 

: Rp. 
Pengguna Anggaran/ 
Kuasa Pengguna Anggaran 

(� .......••...•...•.•.•................. ) 
Nip. 



LAIIPIRA.11 IV PBRATURAN BUPATI MAROS 
KOMOR : 105 TAHUN 2016 
TAll'GGAL : 4 November 2016 
TBllTAKG PBDOIIAif PBLAKSAIIAAII 

PBRJAL\ll'All' DIIIAS PBIIBRDTAB KABUPATBK 
MAR OS 

A. KOMPOIIBK BIAYA PBRJ'.ALAll'AK DIR.AS LUAR DA.BRAH 

Jenis Perj_a1anan Dinas Uang Bia ya Bia.ya Bia ya 
Harian BBM Pen TransDOrt 

Perja]anan dinas l'IAlATll rangka 
pelaksanaan tu.gas clan fungsi yang v Vl v V3 
melekat nada iaba.tan 
PerjaJanan dinas untuk mengikuti 
rapat, seminar bimtek, sosialisa.si v Vl V2 V3 
dan seienisnya 
Perjalanan dinas untuk mengikuti v VO V2 V3 dildat 
Jllmlah hari nelaksanaan nerialanan dinas ada1ah sesuai d surat oenuaasan 

Keterangan : 
V diberikan biaya perjaJanan dinas tanpa pengecuaJian. 
VO Tidak diberikan BBM 
Vl diberikan BBM sepa.njang menggunakan randis deJam peJaksanaan tugas 

daJam wilayah Provinsi Sulawesi SeJatan. 
V2 Biaya penginapan dapat diberikan 1 (satu) hari pad.a saat kedatangan dan 1 

(satu) hari kepulangan, kecuali apabila. biaya peJaksanaan kegiatan tidak 
ditanggung oleh panitia penyelenggara. 

V3 Biaya transport ke luar daerah diberfkan apabila pelaksana SPD tidak 
menggnnakan kendaraan dinas perorangan/kendaraan operasional dinas. 

B KOMPOBD BJAYA PBRJALAlfAJf DDIAS DAL.All DABRAII . . 
Uang Uang Bia ya Bia ya Jenis PerjeJanan Dinas Harian penugasan Penginapan Transport daJam daemh 

PerjeJanan dinas ifAlATn 
rangka peJaksanaan tugas dan v v 0 0 fungsi yang melekat pad.a 
iabatan 
PerjaJanan dinas untuk 
mengikuti rapat, seminar v 0 0 0 
bimtek, sosialisasi dan 
seienisnva 
PerjaJanan dinas untuk v 0 0 0 
me ti diklat 

Keterangan : 
V : dtberikan biaya perjeianan dinas. 
0 : tidak dtberikan biaya perjaJanan dinas. 








